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BUPATI SIMEULUE

Menimbang

Mengingat

QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR : 6 TAHUN 2002
TENTANG
PAJAK HOTEL DAN RESTORAN
BISMILLAHIRRAMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE

bahwa dengan telah ditctapkan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Dacrah, maka
Pemerintah Dacrah Kabupaten Simeulue perfu menctapkan Pajak
Hotel dan Restoran karena merupakan salah satu Sumber Pendapatan

Asli Daerah. _ _
bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada

- huruf a, perlu mengatur kembali Pajak Hotel dan Restoran yang

ditetapkan dalam Qanun.

. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan

Dacrah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Dacrah
Propinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1092 );

. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan

Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960
Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2104), ' '

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Pcnyclcuiaﬁ

Sengketa Pajak; .

. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dacrah dan

Retribusi Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3685); - ¢

. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak

dengan  Surat Paksa;

. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Dacrah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3897);

. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi

Provinsi Daerah Istimewa Acch scbagai Provinsi Naggroe Aceh
Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4134); .



Menetapkan

9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2001 tentang Pajak Dacrah;
10. Peraturan  Pemerintah Republik [ndoncsia Nomor 66 Tahun
2001Tentang  Retribusi DacrahTanggal 13 Seplember 2001

(Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang
Bentuk Peraturan Dacrah dan Peraturan Dacrah Perubahan;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang
Tata Cara Pemeriksaan dibidang Pajak Dacrah

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 178 Tahun 1997 tentang
pedoman tata cara pungutan pajak daerah;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan
Tahun 2001 Tentang Tehnik Penyusunan

Produk Hukum Dacrah; .
. Dalam Negeri dan Otonomi Dacrah Nomor 22

Tahun 2001 Tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23
Tahun 2001 Tentang Prosudur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24
Tahun 2001 Tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 41

Tahun 2001 Tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah;

Otonomi Daerah Nomor 21
dan Materi Muatan Produk-

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Simeulue

MEMUTUSKAN

: QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PAJAK HOTEL
DAN RESTORAN.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

S o
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Daerah adalah Kabupaten Simeulue;

Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangakat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan

Eksekutif Daerah;

Bupati adalah Bupati Kabupaten Simeulue;

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Simeulue

Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Simeulue;

Pajak Hotel/Losmen/Penginapan dan Restoran/Rumah Makan, Warung yang selanjutnya

disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas Pelayanan Hotel dan Restoran,

Hotel/Losmen/Penginapan adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat

menginap/ istirahat, memperolech pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut

bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang

sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran;

Rgstoran atau Rx}mah Makan, dan Warung adalah tempat menyantap makanan dan atau

Etn:;n‘;nyangdlsediakandengmdipmgutbzym tidak termasuk usaha jasa boga atau -

Pengusaha Hotel/Losmen/Penginapan  dan Restoran/Rumah Makan, Warung adalah
atau badan yang menyelenggarakan usaha hotel dan restoran untuk dan atas

namanya sendm atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;

Surat Pemberiahuan Pajsk Dacrsh, yang sclanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat yang

digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang

terhutang menurut peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah;



k. Surat Sf."‘““ Pajak Dacrah, yang selanjutnya disingkat S5PD adalah surat yang digunakan
oleh wajid pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang ke Kas

Dacrah atau ketempat lain yang ditetapkan oleh Kepala | Jacrah;
1 Surat Ketctapan Pajak Dacrah, yang sclanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan

yang menentukan besamya jumlah Pajak yang terhutang;

m. Surat Ketetapan Pajak Dacrah Kurang Dayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah
Surat Keputusan yang menentukan besamya jumlah pajak yang terhutang, jumlah kredit
pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah
yang masih harus dibayar;

n Surat Ketetapan Pajak Daerah
SKPDKBT adalah surat keputusan yang menen

ditetapkan;
ar, yang sclanjutnya disingkat SKPBDLB adalah

o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bay " '
Surat Keputusan yang menenfukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit

pajak lebih besar dari pajak yang terhutang atau tidak scharusnya terhutang;
p. Surat Ketetapan Pajak Dacrah Nihil, yang sclanjutnya disingkat SKPDN adalah surat

keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah

kredit pajak, atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak;
q. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan

tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

Kurang Dayar Tambahan, yang sclanjutmya  disingnkat
tukan tambahan atas jumlah pajak yang telah

BABII
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

(1) Dengan nama Pajak Hotel dan Restoran Pajak atas setiap pelayanan di Hotel dan Restoran;
(2) Objek pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di Hotel dan

Restoran;

(3) Objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek antara lain : gubuk pariwisata
(cottage), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan (hostel), losmen dan rumah penginapan
termasuk rumah kost dengan jumlah kamar 15 atau lebih yang menyediakan fasilitas
seperti rumah penginapan;

b. Pelayanan penunjangan antara lain : telepon, faksimil, teleks, foto kopi, pelayanan cuci,
schu;ka, taksi, dan pengangkutan lainnya, yang disediakan atau dikelola hotel dan fasilitas
olah raga;

¢. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel;

d. Penjualan makanan dan atau minuman ditempat yang disertai dengan fasilitas

penyantapannya;
Pasal 3

Di kecualikan dari objek pajak adalah :

a, Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak
menyatu dengan hotel ;

b. Asrama dan pondok Pesantren ;

¢. Fasilitas Olah Raga dan Hiburan yang discdiakan di Hotel yang dipergunakan olch bukan
tamu hotel dengan pembayaran ;

d. Pertokoan, Perkantoran, Perbankan, Salon yang dipakai oleh umum di hotel,

¢. Pelayanan perjalanan Wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan olch
umum;

f. Pelayanan jasa Boga/Katering;

g Pelayanan yang disediakan olch Restauran atau rumah makan peredarannya ti
melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan daerah. il a
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Pasal 4

(1) Subjek Pajal Hotel dan Restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan
pembayaran atas pelayanan Hotel dan atau Restoran,
(2) Waid Pajak Hotel dan Restoran adalah pengusaha hotel dan atau restoran.

BAB I
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal §

Dasar pengenamn pajal adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel dan atau
restoran,

Pasal 6
Resarmya Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);

BABIV
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

(1) Pajak yang terhutang dipungut diwilayah Daerah;

@ Besm:Pa;aLtahunngd:hnmgdmgmcmmcngnhkmtmfscbagmnmmdumkmd
&me.nﬂﬁdmgmdmxpmgmmscbagmnwmdmaksuddalmpasals

BABV
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT
PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 8

.\!as;pajak_adahhjnghw-ahutamm}mglammyaditmpkm oleh Bupati Sebagai Dasar
untuk menghifung besamya pajak terhutang.

Pasal 9

Tahun Pajak adalsh jangka wakiu yang lamanya satu tahun takwim kecuali bila wajib pajak
menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

Pasal 10

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan di Hotel dan Restoran.
Pasal 11

(1) Wajib Pajak diwajibkan mengisi SPTPD;

(2) SPTPD scbagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi d benar
serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya; Bie ke

(3) Bentuk isi, scrta tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD scbagaimana dimaks
ayat (1) difetspkan oleh Bupati ¥ ud pada
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BAD VI
TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJIAK

Pasal 12

(1) Bendasarkan SPIPD scbagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) ditetaphan Vajab

terhutang dengan menerbithan SKPD, _ ‘
(2) Apabla Apabilla SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ateu burang dibays
setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh hari) scjak SKPD diterima, dikenakan sarksi
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen sebulan) dan ditagih dengan menerbirkan

STPD
Pasal 13

(1) Wajid Pajak yang membayar sendiri SPTPI) scbagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayst (1),
digunskan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan sendirl pajak yang
fterutang.

(2) Dalam jangka waktu § (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak kepala daerah dapat
menerbitkan :

a. SKPDKB;
b. SKPDKBT,;
¢. SKPDN.

3) SKPDKB sebagai mana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :

a Apabﬂzbcrdasukanhnﬂpﬂnqihmauukmmmhhpajakymgmmm
atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga scbesar 2% (dua
pe:sm)scbtﬂandﬂ)inmgdaipajakyanghmngzmwﬂzmbﬂdibzyumwkm‘
nah:palhxghmaﬂ(dmpuhlhempz!)btdmdilﬁnmgmmmwapaj&;

b. ApabﬂzSPTPDﬁdakdismpaikmdalmjmgjuwahuymgdiwnwhndmlchh
dhegmsecmtqmﬁs,dikmakmunhiam&nismdbqupahmgawbuUM(M
pmen)perbtﬂandihﬂnngdaﬂpajakymghumgatauwdmhatdibzyrmm
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihifung saat terutangnya pajak;

¢. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi pajak yang terutang dihitung sccara
jabatan, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan scbesar 25% (dua puluh lima
persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga scbesar 2% (dua
persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihifung scjak saat terhutangnya pajak;

(4) SKPDKBT scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data
baru atau data semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang
terhutang, akan dikenakan sanksi administarsi berupa kenaikan scbesar 100% (seratus
persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut;

(5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ diterbitkan apabila jumlah pajak yang
Le&au;ng'imhewnyzdmgmjumhhkmdﬁpnjnkmmmdddmmdmdmm

pajak;

(6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT scbagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang
telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi
berupa bunga scbesar 2% (dua persen) sebulan.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

(1) Pembayam pajak dilakukan di Kas Dacrah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesua
waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD; .
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(2) Apabila pembayaran pajak yang dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan
pajak harus disetor ke Kas Daerah sclambat- lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang di
tentukan olch Bupati;

(3) Pembayaran pajak scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan
menggunakan SSPD.

Pasal 15

(1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sckaligus atau lunas;

(2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang
dalam kurun waktu tertentu setelah diteliti memenuhi persyaratan yang ditentukan;

(3) Angsuran pembayaran pajak scbagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara teratur
dan berturut-turut dengan dikenakan bunga scbesar 2% (dua persen) scbulan dari jumlah
pajak yang belum atau kurang dibayar;

(4) Bupati dapat memberikan persctujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran
pajak samapai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan
dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum
atau kurang dibayar;

(5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran
angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), ditetapkan olch

Bupati.
Pasal 16

(1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 diberikan tanda bukti
pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan;

(2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan olch Bupati.

BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 17

(1) Surat teguran / peringatan / surat lain yang sejemis sebagai awal tindakan pelaksanaan
penagihan pajak dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sgjak jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang
sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terhutang.

(3) Surat teguran scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
Pasal 18

(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka wakt
sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis
Jjumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa;

(2) Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu ) hari sejak tanggal
surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis;

Pasal 19

Apabila pajak harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 X 24 jam sesudah tanggal
pemberitahuan dan atau diterimanya surat paksa, pejabat segera menerbitkan surat perintah
melaksanakan penyitaan.
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Pasad 20

Senclad Sladaiun pertan Am wapd japd Selum s melwas e Al a s
13(‘4‘)&##“-!”‘“”#'
Teliuim permmiin pencusan Urvg jefclangm el Lence kg g

Pasal 21

Senclad Kunpor Laamy Mg memetpian Yo, ungpl jan dm wnpat peldsaam g, Jev
R0 membertaduim dempm wepmra e wrnds loads g pape

Pasal 12

Baﬂj-h-h-ﬁ)qm-lﬂm##ﬁni
doctapion cich Bupen

BABIX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasad 3

(1) Bopm Sorimarim ponrwrmem wzid o dpa menboiim pagragm kememm
dm pemielesm pamic

(7) Poormeem brmpnm dn pembeloum sheamzm dmuised pals vz (1) dzzix
cich Bapatl.
BABY

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KFTETAPAN,
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKS] ADMINISTRAST

Pasal 24

(1) Bopes karems jsbarm st 28 permohomen wai paizk dap -

2 Membemlion SKPFD zm SEPDES mm STPD yanz deiam poncrbioeeys tordapa
ealebon ofs besolabon beome o ksiefreom delem pomerzpon poamran perundang-
e porpesion dasat

b Meralon 2z memsoremsion kztstzoes pejak yany Sdsk benar

o Menrrzodion 2 mearteossion sty admmstes bama b, donds S bemriom
paik yzoy trstny dalem hal I emdsl torwchot domzion berema kniblafe wzid pmak
zm boken Yoreea besalshaeya

(?) Pormcbonm pembentulm pembetiis, poparampm lotctpm dm penchapoom 2
pemsramen sweky adewmiorzal 228 SKPD, SKFDER, SKFDABT dan SPFD schagmmans
Smakved pads zyat (1) bares Esampaiion sccan tormls oksh wapd pajak k=pada kopala
derzh zm popbat yamp Sk scambat-lamboesva 30 (G2 pulsh) hai sk tmpral
dterima SKPD, SKPDKB, SKPDEBT 2tz STFD dengza memberiion alasan yane jelag

(3) Bopsd mm pobat ymg Sk painy b 3 (32 ) belm gk pomchonm
schezzmana Emukvad pads 2yt (2) &szrema. sodsh hares memberiion Sarat Kepotosan,

(4) Apabia setchih lewat walm 3 (5) buln schopmmany dmulsad pada zyat (3) Kepala
Emmpmp Sobtalm
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BAB XI
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 25

(1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada kepala dacrah atau pejabat yang
ditunjuk atas suatu ;
a. SKPD;

SKPDKB;

SKPDKBT;

SKPDLB;

SKPDN;

Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan atau perundang-

undangan perpajakan yang berlaku;

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara
tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKFD, SKPDKB,
SKPDKBT dan SKPDN diterima oleh wajib pajak, atau tangpal pemotongan/permungitan
oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan yang jelas, kecuali
apabila wajib pajak dapat menunjukan bahwa jangka watu ity tidak dapat dipenuhi karena
keadaan diluar kekuasaannya;

(3) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (du belas)
bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diterima sudah memberikan keputusan;

(4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan scbagaimana dimaksud pada ayat (3),
kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan

keberatan dianggap dikabulkan;
(5) Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda kewajiban

membayar pajak.

™o poo o

Pasal 26

(1) Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada badan penyelesaian sengketa pajak dalam
jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan,

(2) Pengajuan banding scbagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda kewajiban
membayar pajak.

Pasal 27

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada pasal 25, atau banding sebagaimana
dimaksud pada pasal 26 dikabulkan sebagian atau seluruhmya, kelebihan pembayaran pajak
dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) untuk paling lama 24
(dua puluh empat) bulan.

BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAY ARAN PAJAK

Pasal 28

(1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
kepada Kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk;

(2) Kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka wakm paling lama 12 (dua belas )
bulan scjak‘ditelimmya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran  pajak
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;

3) Apabﬂajmgh_wak.mm&mkmdpadz:yda)dﬂmwmmhm
pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling
lama 1 (satu) bulan;

Dipindal dengan Camscanner



(4) Apabila mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaraan pajak sebagaimana
{ebih dahulu hutang pajak

dimaksud pada ayat (2) lansung diperhitungkan untuk melunasi ter
dimaksud;

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak
bulan sejak diterbitkannya SKPDLDB dengan menerbitkan surat perinta
pajak (SKMKP),

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setclah lewat waktu 2 (c.hla)
bulan scjak diterbitkanya SKPDLB, Kepala Dacrah atau pejabat yang ditunjuk member!kan
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan

pajak.

dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua)
h membayar kelebihan

Pasal 29

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lair.mya scbagaimana
dimaksud dalam pasal 28 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan

bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII
KADALUWARSA

Pasal 30

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa, setelah melampaui jangka wakiu 5
(lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan
tindak pidana dibidang perpajakan dacrah;

(2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :

a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau,
b. Ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

(1) Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Dacrah
diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat)
kali jumlah pajak terhutang;

(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 32

(1) Pejabat Pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Dacrah diberi wewenang
khusus sebagai penyidik unfuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan
daerah scbagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum
acara pidana;

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan
dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut
menjadi lengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan schubungan dengan tindak pidana
perpajakan daerah;

¢. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan
tindak pidana dibidang perpajakan dacrah;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan
tindak pidana dibidang perpajakan daerah;



10

¢. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan
dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidanadibidang
perpajakan dacrah;

g8 Menyuruh berhenti dan atau melarang sescorang meninglkan ruangan atau tempat pada
saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa indentitas orang atau dokumen yang

h. dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf ¢;

i. Memotret sescorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan dacrah;

j. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa scbagai tersangka atau
saksi;

k. Menghentikan penyidikan;

L. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang
perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik scbagai mana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyedikan dan
menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih
lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 34

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan
penempatan dalam Lembaran Dacrah Kabupaten Simeulue

DISAHKAN DI : SINABANG
PADA TANGGAL  : 28 FEBRUARI 2002 M
15 ZULHIJJAH 1422 H
3/BUP I SIMEULU%D
DRS. DARMILI
DIUNDANGKAN DI : SINABANG
PADA TANGGAL : 11 MARET 2002

An. BUPATi SIMEULUE o
Plt. Sekretaris acrah ‘Sifneulu

Pembina/Nip.010 073 156

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN 2002 NOMOR: 6 SERIA NOMOR 6
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